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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menladi Undang-Undang perlu menyusun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama

Bupati Tulungagung telah menyempurnakan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun Anggaran 2008 ;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun Anggaran 2008.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor I );

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

Undang - Undang Nomor 21 Tahun '1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 )

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20

Tahun 2000 ( Lembaran Neggra Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851 ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286 ) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( Lembaran Negara Republik Inxjonesia tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355 ) :

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor '15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400 ) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548 ) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4138 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor '119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4139 ) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan PeMakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 ) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) |

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4513 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesaa Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik

Inonesia Nomor 4576 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a577 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran

Negara Republik In|(donesia Nomor 4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman

Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4547 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;

Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun

2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung Nomo|l0 Tahun 2005 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun

Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah I

30.
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun

2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kabupaten Tulungagung ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun

2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULUNGAGUNG

oan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAEMH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 806.425.663.295,25
Rp 796.261 .483.O2Q,252. Belanja Daerah

Surplus/ (Defisit) Rp 1o.164.14o.275,oo

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan . Rp o,oo
b. Pengeluaran . Rp 1 O. 164. 1 aO.275,OO

Pembiayaan Netto Rp (1 O.164.1 AO.275,OO)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan ......................... -,,-. -.. -... Rp

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .... Rp 45.208.341.580,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 728.408.572.715,25

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp 32.808.749.000,00
Sah sejumlah
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a

terdiri darijenis pendapatan :

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (l) huruf b terdiri

darijenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah ................. Rp 32.332.642.715,25

b. Dana Alokasi Umum sejumlah .......... Rp 628.424.930.000,00

c. DanaAlokasiKhusus........................ Rp 67.651.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. PajakDaerahsejumlah...................... Rp

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp
Yang Dipisahkan sejumlah ................

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp
Yang Sah sejum|ah ............................

11.145.000.000,00

30.061.447.500,00

600.394.080,00

3.401 .500.000,00

0,00

0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah ................

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus sejumlah

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
dari Pemerintah Daerah Lainnya
sejum|ah ................

Rp 29.108.749.000,00

0,00

Rp 3.700.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah ..... Rp 441.463.929.916,25

b. Belanja Langsung sejumlah ............... Rp 354.797.553.104,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud yuat (1) huruf a terdiri dari

jenis Belanja :

Rp

t



a. BelanjaPegawaisejumlah................ Rp 406.926.354.516,25

b. BelanjaBungasejumlah.................... Rp 93.160.400,00

c. Belanja Subsidi sejumlah .................. Rp 0,00

d. Belanja Hibah sejumlah ..................... Rp 1 .750.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosialsejumlah ...... Rp 5.620.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah .............. Rp 1.486.875.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 22.587.540.000,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah ....... Rp 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis Belanja :

a. BelanjaPegawaisejumlah................. Rp 53.432.916.300,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah .... Rp 169.630.531 .537,00

c. BelanjaModal sejum|ah.................... Rp 131.734.105.267,0o

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiridari :

Penerimaan sejum|ah....................... Rp 0,00

Pengeluaran sejumlah....................... Rp 10.164.180.275,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumlah................. .... .................. Kp

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah.. Rp

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp
Yang Dipisahkan sejum|ah ...................

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
sejum1ah................ RP

e. Penerimaan kembali Pemberian
Pinjaman sejumlah..... ... ........... Rp

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah .. Rp

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

jenis Pembiayaan :

b.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

huruf b terdiri dari

t
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a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp 10.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah
Daerah sejumlah Rp 0,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah ....... Rp 164.180.275,00

d. Pemberiaan Pinjaman Daerah sejumlah.. Rp

Pasal 5

0,00

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercanlum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

oafl:

1. Lampiran I Ringkasan APBD ;

2. Lampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Oaerah dan Organisasi ;

3. Lampiran lll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran lv Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara ;

6. Lampiran Vl Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan I

7. Lampiran Vll Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran Vlll Daftar Penyertaaan Modal ( Investasi ) daerah ;

9. Lampiran lX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah ;

lo.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset lainlain ;

'I 1. Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;

12. Lampiran Xll Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

13. Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Y
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di

Pada tanggal,

Tulungagung

BUPATI

19 Pebruari 2008

TULUNGAGUNG

lr. H

xrP olo o79 784
&D[eaRrif DtE&lE x^HIPrUirf grlluircllcu,io

uEu,r 2008 lrcE[oB 01 sRI &

t

Diundangtee n di ll'u-tt]11gagung

TJAHJCNO, MM


